
 

 

BAB V 
PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan oleh penulis, dapat ambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Standarisasi Ruang bermain ramah anak(RBRA) di Kabupaten 

Pelalawan, dapat disimpulkan bahwa penyediaan ruang bermain 

anak di Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya memenuhi 

standar Ruang bermain ramah anak(RBRA) sebagaimana diatur 

dalam Buku Pedoman RBRA. Ruang bermain yang tersedia masih 

memanfaatkan ruang publik umum yang fungsinya bercampur 

dengan aktivitas masyarakat dewasa, belum memiliki 

pengelolaan khusus, serta belum didukung oleh sistem 

keselamatan, keamanan, dan pengelolaan yang terstandarisasi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RBRA masih berada 

pada tahap awal dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan, 

keselamatan, dan kenyamanan anak secara optimal. 

5.1.2.  Pelaksanaan RBRA di Kabupaten Pelalawan dipengaruhi oleh 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung 

meliputi adanya dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak serta sikap dan 

komitmen normatif pemerintah daerah dalam mendukung 

pemenuhan hak anak. Sementara itu, faktor penghambat 

mencakup lemahnya sosialisasi standar RBRA, keterbatasan 

sumber daya manusia dan anggaran, serta belum 

terintegrasinya struktur birokrasi pengelolaan RBRA. 

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III, kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber 
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daya, dan struktur birokrasi belum berjalan secara optimal 

sehingga menghambat implementasi kebijakan RBRA. 

5.1.3.  Strategi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menerapkan 

kebijakan penyediaan RBRA dilakukan melalui pemanfaatan 

ruang publik yang sudah ada, pendekatan bertahap sesuai 

kemampuan daerah, serta pembagian peran antar perangkat 

daerah. Dari perspektif maslahah, strategi tersebut telah 

mengarah pada upaya mewujudkan kemanfaatan bagi anak, 

khususnya dalam menyediakan ruang bermain sebagai bagian 

dari pemenuhan hak anak. Namun, karena belum didukung oleh 

standar RBRA, pengelolaan terintegrasi, dan jaminan 

keselamatan yang memadai, kemaslahatan yang dihasilkan 

belum bersifat optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

strategi pemerintah daerah masih memerlukan penguatan agar 

benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan 

terbaik bagi anak. 

5. 2  Saran  

5.2.1 Saran bagi Pemerintah/Pelaksana Kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar 

pemerintah daerah meningkatkan pelaksanaan kebijakan Ruang 

bermain ramah anak(RBRA) melalui pengembangan pedoman 

operasional yang jelas dan standarisasi fasilitas. Hal ini meliputi 

perencanaan, desain, pengelolaan, serta evaluasi RBRA agar 

pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara merata, 

profesional, dan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Selain itu, kapasitas pengelola RBRA perlu ditingkatkan melalui 

pelatihan dan sertifikasi, sementara koordinasi antarperangkat 

daerah serta keterlibatan sektor swasta perlu diperkuat untuk 
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menjamin pengelolaan RBRA yang efektif dan berkelanjutan. 

Pemerintah juga disarankan untuk membentuk sistem 

monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, sehingga kualitas, 

keamanan, dan pemanfaatan RBRA dapat dinilai secara berkala. 

Langkah ini penting agar kebijakan RBRA tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga berjalan secara operasional dan adaptif, 

sehingga pemerataan kualitas fasilitas di seluruh wilayah 

Kabupaten Pelalawan dapat tercapai. 

5.2.2   Saran bagi Pembaca/Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyarankan agar pembaca dan peneliti 

selanjutnya melakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi 

pengalaman anak dalam menggunakan RBRA, efektivitas strategi 

koordinasi antarperangkat daerah, serta dampak fasilitas 

terhadap pemenuhan hak anak. Pendekatan partisipatif yang 

melibatkan anak sebagai subjek penelitian dapat memberikan 

perspektif yang lebih holistik dan realistis. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi, 

akademisi, serta pembuat kebijakan di daerah lain dalam 

merancang dan mengembangkan Ruang bermain ramah 

anak(RBRA) maupun kebijakan terkait hak anak. Dengan 

demikian, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan yang 

lebih luas bagi pengembangan kebijakan anak yang responsif 

terhadap kebutuhan lokal dan bersifat berkelanjutan. 
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